WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL

Menimbang

a.

KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

bahwa berdasarkan Pasal 124 Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Pangkalpinang
telah diatur trayek jaringan angkutan umum massal,
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan, perlu adanya pengaturan mengenai
Jaringan Angkutan Umum Massal di Kota

Pangkalpinang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Jaringan

Angkutan Umum Massal Kota Pangkalpinang;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1091), Undang Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5310);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E =~ Nomor
04);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2014 Nomor O01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di
Kota  Pangkalpinang (Lembaran Daerah  Kota
Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Menetapkan

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM
JARINGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL KOTA
PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kota Pangkalpinang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.
Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan

kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan

selain pengemudi dan awak kendaraan.



10.

11.

(1)

(2)

Jaringan Jalan adalah seluruh jalan yang diperuntukkan
bagi lalu-lintas umum dan terkait satu sama lain yang
rnenghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan

satu sistem.

Angkutan umum massal adalah angkutan umum dengan
karakteristik pelayanan cepat, terjadwal, lintasan khusus

dan berkapasitas tinggi.

Angkutan umum massal berbasis jalan adalah suatu
sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus
dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga
memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang

bersifat massal yang dioperasikan dikawasan perkotaan.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang
menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan

orang.

Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum
untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil
Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis

kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyusunan Rencana Umum Jaringan Angkutan Umum
Massal Kota Pangkalpinang dimaksudkan sebagai
pedoman dalam rangka pembangunan jaringan angkutan
umum di Daerah dalam jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang.

Penyusunan Rencana Umum Jaringan Angkutan Massal
Kota Pangkalpinang bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan dan penyediaan jasa angkutan umum yang
cepat, aman, terpadu, tertib, lancar, nyaman, ekonomis,

efisien, efektif, dan terjangkau oleh masyarakat.



BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran dari Rencana Umum Jaringan Angkutan Umum

Massal di Kota Pangkalpinang meliputi:

a.

(1)

(2)

mewujudkan angkutan umum sebagai tulang punggung
sistem transportasi Daerah dan menerapkan kebijakan

manajemen pelayanan publik;
mengurangi kemacetan lalu lintas;

meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pengguna jasa

transportasi;
memadukan pola jaringan transportasi;
meningkatkan jaringan jalan; dan

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

BAB IV
RENCANA UMUM JARINGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL
Pasal 4

Arah Pembangunan Angkutan Umum Massal di Kota

Pangkalpinang:

a. pembangunan infrastruktur/fasilitas pendukung

angkutan massal yang sesuai kondisi lapangan;

b. pemanfaatan perkembangan kemajuan teknologi

yang semakin canggih; dan
c. pengendalian pencemaran udara.

Arah Pembangunan Angkutan Umum Massal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memperhatikan integrasi intermoda dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunannya sebagai salah satu

pertimbangan prioritas.



Pasal 5

Angkutan Umum Massal sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah ini berbasis jalan dan harus didukung oleh:
a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal; dan

b. angkutan penumpang.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Jaringan
Angkutan Umum Massal diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota.

Pasal 7

(1) Rencana Umum Jaringan Angkutan Umum Massal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas Rencana
Umum Jaringan Angkutan Umum Massal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sekali
dan dapat melakukan evaluasi sewaktu-sewaktu apabila
terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah di

Daerah.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Juli 2018

P1t. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.7/2018)



